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BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN

[image: ]Pencurian buah kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun, Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan, Pencurian kelapa sawit hamper mendominasi distiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut, Upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar masalah tersebut akan menghambat proses berlansungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan masyarakat. Sebab-sebab yang melatar belakangi pencurian buah kelapa sawit : faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum
Pencegahan dan pengurangan perkara pencurian haruslah dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang terarah Dikarenakan tanpa adanya cara yang terarah maka permasalahan ini sangat sulit untuk ditanggulangi. Penaggunglangan bisa dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut harus dilakukan dengan baik, sehingga perkara pencurian buah sawit bisa dikurangi dan dihentikan. pada dasarnya untuk menghilangkan perkara pencurian
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[image: ]ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dikarenakan perkara ini merupakan suatu fenomen sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dimungkinkan akan sulit dilakukan. Pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni antara lain secara: pre-emtif, preventif dan represif67

Dalam kasus tindak pidana pencurian nominal barang curian sesuai sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dapat diupayakan untuk menerapkan prinsip restoratif dalam menegakkan hukum.
Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencurian bukan dalam bentuk pidana kurungan atau penjara, tetapi lebih kepada penyelesaian yang damai dan mengutamakan pemulihan bagi pelaku daripada hanya menghukum dengan balas dendam. Melalui hasil penelitian wawancara terhadap pelaku, masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat terdapat beberapa upaya restorative justice yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II yaitu: upaya pelaporan dan penyelidikan, mediasi dan kesepakatan serta penyusunan perjanjian perdamaian
B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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[image: ]1. PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa harus meningkatkan rute patroli secara rutin di wilayah yang lebih rawan sebagai lokasi pencurian buah sawit dan melakukan penindakan yang tegas kepada setiap pelaku yang tertangkap melakukan pencurian buah sawit
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